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Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dimana setiap
pelangar harus menerima setiap sanksi yang akan dijatuhkan sebagai bentuk
pertanggung jawaban pidana. Hal inilah yang seharusnya diterima oleh pelaku
tindak pidana yang melakukan pertambangan tanpa izin di wilayah kesatuan
Negera Republik Indonesia. Setiap pelaku tambang tentunya harus memenuhi
syarat berupa izin, hal ini sebagai alasan untuk operasional. Namun dengan
tidak adanya izin ini dapat menyebabkan adanya kerusakan dan dampak buruk
yang tentunya sebagai pelanggaran atau tindak pidana sebagaimana diatur
dala UU Minerba. Hal ini yang terjadi pada Putusan Nomor:
95/Pid.Sus/2022/PN.MdI, dimana pelaku melakukan usaha tanpa izin dan
mengakibatkan meninggalnya orang.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan, buku, jurnan, dan internet.

Tindak pidana pertambangan dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara vyaitu Izin Usaha
Pertambangan (IUP), 1zin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Pertambangan
Khusus (IJUPK). Adapun dalam penegakan hukum dalam Putusan Nomor:
95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl menerapkan Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-
Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 359
KUHPidana. Sedangkan hukuman atas tindnk pidana dalam Putusan Nomor:
95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl Hakim hanya menjatuhkan Putusan selama 6 (enam)
bulan penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus miliyar rupiah).

Penulisan juga menyimpulkan bahwa perbuatan sebagaimana dalam Putusan
Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.MdI diatur dalam Undang RI Nomor 3 Tahun 2020
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Serta penegak hukum menerapakan
juga PAsal 359 KUHPidana. Sedangkan hukuman yang didapat pelaku tindak
pidana tidak sebanding dengan kerusakan serta akibata perbuatannya yang
dalam hal ini tidak mencerminkan rasa efek jera.
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